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1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten <eercm. Kabupaten Sorong Selatan 
Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten 
Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di 
Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

3. Un,;jang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

4. Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Oaerah Kabupaten Teluk Bmturu 
(Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2007 Nomor 51, 
Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 29): 

5. Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintum Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Retrlbusi Pelayanan Pasar (Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Tahun 2011 Nomor 70. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Teluk Bintuni Nomor 41). 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. per1u 
mengatur dan rnenetapkan peraturan pelaksanaannya, . 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Teluk Bmturu 
tentang Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 
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BAB II 
TATA CARA PEMBAYARAN, PENGANGSURAN, 
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

B~gian Kesatu 
Tata Cara Pembayaran Retribusi 

Pasal 2 
(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Bupat, 

sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti 
pembayaran. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku 
penerir.,aan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah, adalah Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Bupati adalah Bupati Teluk i3intuni. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selaruutnya · disinqkat SKPD, adalah Drnas 

Pendapatan Dae rah Kabupaten T eluk Bintuni 
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dispenda, adalah Dinas Pendapatan 

Oaerah Kabupaten T eluk Bintum. 
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu .di bidang Retribusi Daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.. 
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni. 
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disinqkat SKRD. adalah surat 

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang 
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD. adalah bukti 

pembayaran atau penyetoran retribust yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Oaerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Dinas atas Persetujuan Bupati 

9. Surat Ketetapan Retribusi Oaerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB. adalah 
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retnbusi karena 
jumlah kreoit retribusi lebth besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya trdak 
terutang. 

10. Surat Tagihan Retnbusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda 

11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan 
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu 
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau 
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
retribusi daerah. 

12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah seraogkaian tindakan yang 
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti rtu 
membuat terang tindak pidana di bidang retnbusi daerah yang terjadi, serta menemukan 
tersangkanya 

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 12 TAHUN 2011 
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



Pasal 6 
(1) Kepala SKPD menerbitkan surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) yang kernudran oisampaikan oleh petugas pemungut/bendahara 
penerimaan kepada Wajib Retribusi. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran/surat 
peringatan oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang 

(3) Apabila Wajib Retribusi setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tldak 
melakukan pembayaran, maka petugas pemungut/bendahara penerimaan melakukan 
penagihan menggunakan STRD. 

Pasal 5 
(1) Setiap retribusi yang tidak atau kurang bayar dan pengenaap bunga/denda keter1ambatan 

pembayaran retribusi terutang dilakukan penaqihan menggunakan ~TRD dengan drdahulur 
surat teguran/surat peringatan 

(2) Petugas pemungut/bendahara penerimaan memeril<sa SSRD yang telah berjangka waktu 3 
(tiga) bulan dalam tahun berjalan untuk menghitung jumlah retribusi yang t1dak/kurang 
bayar aan/atau pengenaan bunga/denda keterlambatan. 

(3) Penghitungari retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam daftar 
retribusi tidak/kurang bayar dan/atau pengenaan bunga/der.da keter1ambatan pembayaran 
retribusi. 

BAB Ill 
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI 

Pasal 4 
(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada SKPD untuk 

mengangsur atau menunda pembayaran retribusi terutang dalam hal Wajib Retnbusi 
rnenqalarm kesulitan atau mengalami keadaan d1 luar kekuasaan. 

(2) Permohonan Wajib Retribus1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertuhs 
dan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan. serta keterangan 
a Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk dianqsur, masa angsuran dan 

besarnya angsuran; atau 
b. Jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu 

penundaan. 
(3) Dalam hal permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) drsetujin atau 

ditolak, Kepala SKPD menerbitkan Surat Keputusan dengan format sebaqairnana 
tercantum dalam Lampiran Ill Peraturan Bupati mi 

Bagian Kedua 
Tata Cara Penqanqsuran atau Penundaan Pembayaran Retribusi 

Pasal 3 
(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus dilakukan 

secara tunai dan lunas. 
(2) Dalam hal pembayaran retribusi di tempat lain yang ditunjuk Bupati sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui petugas pemungut/bendahara penerimaan/ 
penyetoran ke rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati. 

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke kas daerah 
paling lama 1 x 24 jarn. 

(4) Penyetoran ke kas daerah sebagaimana dimaksud peda ayat (3) menggunakan SSRD 
dengan menyampaikan salinannya kepada SKPD. 

(5) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Larnpiran II 
Peraturan Bupati ini 



Pasal 10 
(1) Kepala SKPD atas nama Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan tertutunq 

sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dirnaksud dalam ~asal 8 ayat (1 ). 
harus memberi suatu keputusan atas pengajuan Keberatan. 

(2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menenma 
seluruhnya atau menerima sebagian, menolak, atau menambah besamya jumlah retnbusr 
yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan 
keputusan belurn diterbitkan. pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan dterbitkan 
keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Retrrbusi dalam janqka waktu paling lama 1 
(satu) bu Ian terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir 

Pasal 9 
(1) Penqajuan Keberatan yang ndak mernenuru persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, dianggap bukan sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan 
(2) Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). SKPO dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal 
diterimanya Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. harus 
memberitahukan jawaban secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib 
Retribusi. 

(3) Oalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Wajib Retribusi masih dapat rnenqajukan Keberatan kembalr sepanjang masih 
memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g dan 
memiliki alasan dan perhitungan yang berbeda dengan pengajuan Keberatan sebelumnya 
yang telah tldak dipertimbangkan oleh SKPD. 

Pasal 8 
(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan drsertai 

syarat: 
a. Satu surat keberatan untuk 'satu SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; 
b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia. 
c. uiajukan kepada Kepala SKPD; 
d. Melampirkan asli SKRD atau dokumen lain yang dipersarnakan: 
e. Dikemukakan jumlah retribusi terutang menurut perhitungan Wajib Retribusi disertar 

alasan yang mendukung pengajuan keberatan; 
f. Fotokopi identitas diri (KTP yang bertanggung jawab dan/atau Akta Pendirian). 
g. Diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat 

diterbitkannya SKRD, kecuali !ika Wajib Retribusr atau kuasanya dapat menunjukkan 
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 
dan 

h. Surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya. 
(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang diiadtkan dasar untuk memproses Surat 

Keberatan adalah: 
a. Tanggal terima Surat Keberatan, dalam hal disamparkan secara langsung oleh WaJtb 

Retribusi/kuasanya kepada SKPD; atau 
b. Tanggal tanda penqmman Surat Keberatan. dalam hal disampaikan melahn pos dengan 

bukti pengiriman surat. 

Pasal 7 
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala SKPD dalam hal nila1 retnbusi 
tidak sebagaimana mestinya. 

TAT A CARA PENYELESAIAN KEBERAT AN 



---:-.a-1..L. • -- 

Pasal 15 
(1) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 

dan ayat (2) dilakukan perhitunqan ter!ebih dahulu oleh SKPO dengan hutang retribus, 
lainnya. 

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Retribusi yang bernak atas kelebihan pembayaran retribusi, 
kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan retribusi yang akan terutang atau dengan 
hutang retribusi atas nama WaJib Retribus, lainnya. 

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan 

Pasal 14 
(1) 8erdasarkan hasil penelitian a tau pemeriksaan ternadap surat permohonan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan 
atau tanda pengiriman pos dari Wajib Retribusi secara lengkap, Kepala SKPD rnenertntkan 
a. SKRDLB apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata leb1h besar dari yang 

seharusnya terutang; atau 
b. SKRD apabila 1umlah Retribus, yang dibayar temyata kurang dari jumlah Retribus, 

yang seharusnya terutang 
(2) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala SKPD ttdak 

memberikan keputusan, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhimya jangka waktu 
tersebut Kepala SKPD menerbitkan SKRDLB atas kelebihan pembayaran Retribus, 

Pasal 13 
Untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi berdasarkan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12, Wajib Retribusr rnenqajukan: 
a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupatr melann 

Kepala SKPO, 
b. Tanda terima surat permohonan dari SKPD atau tanda pengiriman surat permohonan 

melalui pos tercatat. 

Pasal 12 
Kelebihan pembayaran Retribusi terjadi apabila· 
a. SKRD yang dibayar temyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau 
b Oilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang 

BAB V 
TATA CARA PENGEMBALIAN KEL.EB!HAN PEMBAYARAN RETRIBlJSI 

Pasal 11 
(1) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) 

ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan 
dengan penelitian lapangan. 

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan 
hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penehtian. 

(3) Dalam hal dilakukan penelitian lapangan, SKPD ter!ebih dahulu memberitahukan secara 
tertulis waktu pelaksanaan penelitian lapangan kepada Wajib Retribusi. 

(6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retnbusi 
capat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang surat Keputusan 
Keberatan belum diterbitkan. 

(7) Bentuk Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran VI Peraturan Bupati 1n1. 



Pasal 19 
(1) Kepala SKPO menugaskan Kepala Bidang yang menangani Retribus, untuk membuat 

usulan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 
(2) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), Kepala Bidang 

menyiapkan konsep naskah keputusan daftar usulan penghapusan piutang yang sudah 
kedaluwarsa. 

(3) Kepala Bidang meneliti daftar usulan penghapusan piutang dan konsep naskah Keputusan 
Penghapusan Piutang Retribusi dengan dibubuhkan paraf untuk disamparkan kepada 
Kepala SKPD. 

(4) Kepala SKPD menyampaikan daftar usulan penghapusan pi~tang dan konsep naskah 
Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi dengan nota dinas diserta, penjelasan 
administratif dan yuridis kepada Bupati. 

(5) Bupati berdasarkan penjelasan administratif dan yuridis memberikan persetujuan dan 
rnenandatanqarn Keputusan Penghapusan Prutang Retribusi dan Oaftar Penghap-.1san 
Piutang Retribusi 

(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada SKPD dan salinannya 
disampaikan kepada Dispenda, Kepala Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah 
selaku Bendahara Umum Oaerah dan Bagian Hukum. Sekretariat Daerah. 

Pasal 18 
Piutang Retnbusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan 
sudah ked.aluwarsa dapat dihapuskan. 

BAB VI 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI 

Pasal 17 
(1) Surat Perintah Pembayar Kelebihan Retribusi sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut 
a Lembar ke-1 (kesatu) untuk Bendahara Umum Daerah; 
b. Lembar ke-2 (kedua) untuk Wajib Retribusi; dan 
c. Lembar ke-3 (ketiga) untuk Dispenda. 

(2) Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi dibebankan pada mata anggaran 
pengembalian penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan. yaitu pada mata anggaran 
yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula. 

(3) Oalam rangka meningkatkan pelayanan kepada WaJib Retribusi, Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Retnbust beserta SKRDLB harus disampaikan secara langsung oleh SKPD atau 
melalui pos tercatat ke Dinas Pendapatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum janqka 
waktu 1 (satu) bulan terlampau, dan paling lama 2 (dua) bulan 

(4) Bendahara Umum Oaerah wajib menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) 
paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Surat Perintah Membayar Kelebihan Retnbusi 
diterima. 

(5) Bendahara Umurn Daerah mengembalikan lembar ke-3 (ketiga) Surat Perintah Membayar 
Kelebihan Re,ribusi yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP20 drserta, 
lembar ke-2 (kedua) SP20 kepada penerbit Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribus1 

(1) Kelebihan pernbayaran yang masih tersrsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) 
huruf a dan ayat (2) dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak drterbitkannya 
SKRDLB hasil penelitian atau pemeriksaan. 

(2) Pengembalian kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi. 



Pasal ?6 

Pasal 25 
Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 duakukan sesuat dengan 
standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu: 
a. Pelaksanaan pemeriksaan didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan 

pemeriksaan dan mendapatkan pengawasan seksama, 
b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus 

dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan. konfirrnasi. 
teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan. 

c. Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang sah sesuai. ketentuan yang 
ber1aku; 

d. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemenksa yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 
(satu) orang atau lebih anggota; 

e. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat dibantu oleh 1 (satu) atau lebih 
yang mernitikt keahlian tertentu yang bukan di bidang retribusi yang berasal dan SKPD 
maupun satuan kerja lainnya sepern penterjemah bahasa, ahli hukum dan ahli di bidang 
teknologi informasi; 

f. Apabila c1iperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan nm 
pemeriksa dan satuan kerja lain; 

g. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor SKPD. tempat Wajib Retribusi atau tempat lain 
yang dianggap perlu oleh Pemenksa; 

h. Pemeriksaan dilakukan pada Jam kerja dan apabila diper1ukan dapat dilanjutkan di luar Jam 
kerja; 

i. Pelaksanaan pemeriksaan dtdokurnentasrkan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan· dan 
j. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebaqai dasar penerbitan SKRD dan/atau STRD 

Pasal 24 
(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan oleh Pemenksa yang 

a. Telah mendapatkan pendidikan dan petatinan teknis pemeriksa retribusi; 
b. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, dan 
c. Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap 

batasan waktu yang ditetapkan. 
(2) Dalam hal diperlukan. pemenksaan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 22 dapat 

menggunakan bantuan oleh tenaga ahli dari SKPD 

Ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari 
a. Pemeriksaan lapangan; dan/atau 
b. Pemeriksaan kantor 

Pasal 23 

Pemeriksaan sebaqairnana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan karena. 
a. Pengajuan Keberatan oleh Wajib Retribusi; 
b. Pencocokan data dan/?ta~ alat keterangan; dan/atau 
c Penaqihan Retribusi. 

Pasal 22 

Pasal 21 
Dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi, dilakukan pemeriksaan 
terhadap WaJib Retrlbusi oleh SKPD. 

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI 



Pasal 28 
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1 }, dalam melakukan pemenksaan 
wajib: 
a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertuhs tentang akan dilakuken pemeriksaan kepada 

Wajib Retribusi; 
b. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa retribusi dan surat perintah pemeriksaan 

kepada Wajib Retribusi pada waktu melakukan pemeriksaan; 
c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada WaJib Retnbusi, 
d. Memperlihatkan surat · tugas kepada Waj1b Retribusi apabila susunan tim pemeriksa 

retribusi mengalami perubahan; 
e. Menyampaikan surat pemberitahuan hasil perneriksaan kepada Wajib Retnbusi. 
f. Memberikan hak haoir kepada Wajib Retribusi dalam rangka pembahasan akhtr hasil 

pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan; 
g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Retnbusi dalam memenuhi kewaj1ban retnbus,nya 

sesuai denqan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
h. Mengembaiikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan. dan dokumen lamnya yang dipinjam dari Wajib Retribusi paling lama 7 (tuiuh) 
hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan, dan 

i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak bernak segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka pemeriksaan 

Pasal 27 
Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf j disusun sesuai 
standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu· 
a. Laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau 

pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat sirnouian 
Pemeriksaan Retribusi yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau ttdak adanya 
penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan retribusi. dan memuat pula 
pengungkapan informasi lain yang terkait dengan perneriksaan: dari 

b. Laporan hasil pemeriksaan menyajikan mengenai· 
1. Penugasan pemeriksaan. 
2. ldentitas Wajib Retribusi; 
3. Pembukuan atau pencatatan WaJ1b Retnbusr, 
4. Pemenuhan kewajiban retribusi; 
5. Data/informasi yang tersedia; 
6. Buku dan dokumen yang dipinjam· 
7. Materi yang diperiksa; 
8. Uraian hasil pemenksaan. 
9. lkhtisar hasil pemeriksaan; 
10. Penghitungan retribusi terutang, dan 
11. Kesimpulan dan usulan pemeriksa 

2. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan WaJ1b Retribusi 
menqenat temuan pemenksaan, 

3. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan; 
4. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan 

oleh Wajib Retribusi; dan 
5. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya 

b. Kertas kerja pemeriksaan harus membenkan gambaran mengenai: 
1. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan; 
2. Data, keterangan. dan/atau bukti yang diperlukan; 
3. Pengujian yang telah dilakukan; dan 
4. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pemeriksaan 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Teluk Bmturn. 

Pasal 31 
Peraturan Bupati im mulat berlaku pada tanggal diundanqkan 

Pasal 30 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Pelayanan Pasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB VIII 
PENUTUP 

f. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang rneruaoi dasar 
pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penqhasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi; 

g Memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang drketota 
secara elektronik; 

h. Memberikan kesempatan untuk rnemasuki dan memeriksa tempat atau ruang, benda 
bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk 
menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, 
dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penqhasrlan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Retribusi, serta merniruamkannya 
kepada Perneriksa: . 

i. Menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pembentahuan hasil pemeriksaan; dan 
j. Memberikan keteranqan lisan dan/atai tertulis yang diperlukan 



( . 

Bintuni, 20 
Yang menenma 

ALAMAT 

NAMA 

NPWPRD D LI..l.J CD 

( .. . .. ) 
NO SKRD I PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT KETETAPAN 

BINTUNI RETRIBUSI DAERAH 
Lambang JI. Alamat ,SKRD) 
Dae rah l 

1--~~~~..__~_r_e_lP_·~~-B_in_tu_n_i __ ~~~~-~-:_i~~N~~·~·-· .. _··-· -·-··~_._~~~~~~~ 

............................... , cut. . 

I PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT KE:TETAPAN NO SKRD 

Lam bang 
BINTUNI RETRIBUSI DA.ERAH 

Dae rah l JI Alamat .. . (SKRO) (. . ..... ) 
Telp. MASA .. ... 

Bintuni TAHUN ........... ...... 

[I] I 

NPWPRO I I I I : I I I D I I I I I I I I 
NAMA . . . ... . ... . .. . . . ... .. . . .... .. . . ......... 
ALAMAT . . . . . . . . . . ........... ... . . .. . .. .... . . 

. . . ...... .... .. ... .... .... ...... 
.. . . .. . ............... 

Tanggal Jatuh Tempo ... . . . ... . .................. 

NO KODE REKENING URAIAN RETRIBUSI DAERAH JUMLAH (Rp) 
- l l I - -·- - 

I I I 
I r I 

Jumlah Ketetapan Pokok Retnbus, 

Jumlah a Sunga 

b Kenaikan 

Jumlah Keseluruhan 
Terb1lang 

PERHATIAN 
1. Pembayaran dilakukan rnelaun petugas,pemunguVbendahara penerimaan darJatau penyetoran ke rekening kas 

daerah pada Bank Papua 
2. J1ke terjadi ketertameatan pembayaran atau Jatuh tempo. d1kenakan sanksl administras• berupa bunga seceser 2% 

(dua eersen} eer bulan. 

Binturu, ...... .. ....... 20 ...... 
..... . ...... . . .. ...... . .... 

.. . . . ········ ............ ......... 
NIP . . . .. ... ..... . . 

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nemer 7 Tahun 2016 
Tanggal 10' Maret 2016 

Lampiran I 



BUKTI SETOR.AN INI SAH JIKA OITANOATANGANI DAN DI GAP OLEH BANK 
YANG DITUNJUK ATAU BENOAHARA KHUSUS PENERIMAAN 

Catatan Diis, dengan huruf CET AK 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT SETORAN BINTUNI 
Lam bang JI Alarnat RETRIBUSI OAERAH 

LEMBAR QJ Daerah 
Telp 

Bintun, (SSRD) 

DJ NPWPRD I I I I I I I I D I I I I I I I I 
Dils, sesuai dengan Nomor-Pokok Wajib Retribusi yang dimii,ki 

NAMAWR ..... 

ALAMAT .... . ... . .. .. . . .... .... . . . . ....... . .. . .. .. . . . . ..... .. . . ................. 

KOOE REKENING Uraian Pembayaran 

I I I I I I I 
Untuk peng1s1an kode ttn, llhat . . .. .. 
Keterangan di belakang halaman ...... ... .. . . .......... 

I I I Nomor Ketetapan I I I I 
Tanggal Ketetapan I I I I I J LI I I I 
Diis1 sesua, dengan Nomor dan Tanggal Ketetapan. SKRD, STRD 

PERIOOEJMASA 

JAN I FEB I MAR I APR I MEI I JUN I JUL I AGT I SEP OKT I NOV I DES I TAHUN 
SID I I I I I 
JAN I FEB I MAR I APR I MEI I JUN I JUL I AGT I SEP OKT I Nov· I DES I TAHUN 

Betf Tanda Sllang Pada Bulan I Penode Yang D,meksud I I I I I 

POKOK RETRIBUSI Rp . .... . . .. Terbrlang .... .. ........ . . .. . . ... 
DE NOA Rp ,.. . . . . .. .. . ........ . ...... . ..... 
JUMLAH PE MBA Y ARAN Rp . .... .. . .. ... ..... . ... . ............... .... .... . . 
•Khusus Wajib Retnbusi 

Ditenma Oleh Bank Papua I Bank Persepst I Kas,r Btntuni, . 20 
Penerima 

Tanggal Wajib Retnbus1 . 
Cao can Tanda Tangan Cap dan Tanda Tangan 

Nama Jelas . . .... ... ..... .. ... . .... ..... .... Nama Jelas : ..................... ...... 

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) 

Peraturan Bupati Teluk Bintum 
Nomor 7 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran II 



NIP 

KEPALA DISPENDA 

Ditetapkar. d1 Bintuni 
pada tanggal 

KETIGA 

Rp 

Perhitungan ,umlah pembayaran 
KESATU adalah sebaqai benkut 
a Jumlah Retribus, Terutarg 
b. Jangka Waktu Penundaan 

Keputusan.tm berlaku pada tanggal cuetapkan 

Retnbus, sebaga,rnana dirnaksud nada d1ktum 
atau 
KE DUA 

Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Perhitunga;i 1umlah pembayaran 
KESA TU adalah sebaga1 berikut' 
a Jumlah Retnbusi Terutang 
b. Masa Angsuran 
c Pertntunqarr 

Besarnya Angsuran 
Denda Adrrurustratit (2% 
Jumlah 

KE DUA Retnbus, sebaqatrnana dimaksud pada dikturn 

atau Penundaan Pembayaran Retnbus, 
. .., dengan ketentuan sebagai berikut 

Menyetujui permohonan Penqanqsuran 
. ... ... atas SKRD Nomor. Tanggal 
a Nama WaJtb Retnbus, 

Alamat Wa11b Retnbus, 
b SKRD 

Nomor 
Tang gal 

Menetapkan 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

Peraturan Oaerah Kabupaten Te.uk Bintunt Nomor Tahun 20 tentang Retnbusi 
..... . .... . .. (Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 20 Nomor 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Te!uk Bintuni Nomor .... ), 
Peraturan Bupati Teluk Bintun, Nomor Tahun 20 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintum Nomor .. Tahun 20. tentang Retnbus, 

(Senta Oaerah Kabupaten Teluk Binturu Tahun 20 Nornor ) 

Mengingat 

. 
bahwa berdasarkan hasf penelrnan adrrurustratrf sebagaimana drtuangkan dalam 
Laporan Hasil Penelit,an (LHP) Permohonan Pengangsuran atau Penundaan 
Pembayaran Retnbus, atas SKRO Nomor tanggal 

, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Oinas Pendapatan Oaerah 
tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran Retnbus1 atas 
SKRD Nomor tanggal 

Menimbang 

KEPALA DINAS PENOAPA.TAN DAERAH, 

TENT ANG 
PENGANGSURANIPENUNOAAN PE MBA YARAN RETRIBUSI . 

ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI OAERAH (SKRD) 
NOMOR TANGGAL . 

NO MOR 

KEPUTUSAN KEPALA OINAS PENOAPATAN DAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI 

KOP 

SURAT KEPUTUSAN PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 7 Tahun 2016 
T anggal 1 O Maret 2016 

Lampiran Ill 



TELUK BINTUNI, /" 

( 

*) Coret yang trdak perlu 

NIP .... 

Tahun 81ntun1, 
Kepa a O,spenda 

Apabila Saudara telah melunas, Tunggakan tersebut d1 etas. dimohon agar melaporkan kepada kam 

Untuk mencegah unoakan penaqinan dengan STRD berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten 
Teluk B,ntuni Nomor . Tahun , maka dimcnon kepada Saudara ager dapat metunast jumiah 
Tunggakan dalarn waktu 7 (tuJuh) nan setetan Surat Teguran I Penngatan in, drtenma 

( .... Terbilang 

Jumlah 

Jenis Retnbusi Tahun 
Nomor & Tanggal SKRD, SK Tanggal Jatuh Jumlah Taqrhan 
Keberatan, SK Pembetulan*) Ternoo (Rp\ ~..!....i~~~_,;...;._~-+-~~--'---'-'--~~ 

Berdasarkan pembukuan karm, hmgga saat rm Saudara masih rnempunyai tunggakan pembayaran Retnbusi 
Daerah (nama I jerus retnbusi), sebaga, benkut. 

SURATTEGURAN/PEruNGATAN 
NOMOR :..... .. . . 

di- 

Kepada Yth 

NPWRD D [IJ 
KOP 

SURAT TEGURAN I PERINGATAN 

Peraturan Bupati Teluk Bmturn 
Nomor 7 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran IV 



11/" 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK SURAT TAGIHAN NO STRD 

Lam bang 
BINTUNI RETRIBUSI OAERAH 

Daerah JI. Alamat ... (STRD) ( .. .. .) 
Telp MASA .... 

Bintuni TAHUN ... ... .. .. . 

NPWPRD . rn I I I l [ I I I D I I I I I I I I 
NAMA ..... - ... . .... 
ALAMAT .. . .. .. . . . . .. . .... .... ····-······ .. .. . . . . .. . . ... .... . ........ ········ . ····················· . .. . . . .............. 
Tanggal Jatuh Tempo .... .. . ..... ....... . ........... 

Kode Rekenrng .. " ... .Sid . ............... 
Uraian Rekening 

a Dan penelrtran can/atau pemenksaan tersebut dr atas, perhrtungan jumlah yang masrh harus drbayar 
adalah sebaga1 benkut· 
1 Retribusi yang harus drbayar Rp ......... . .. 
2 Sanks, Adrrurustrasi 

a Sunga Rp ..... . . 
b Denda Rp. .......... .. ... ............. 

3 Jumlah yang masrh harus drbaypr (1 +2a+2b) Rp .......... . ........... 
Terbilang 

PERHATIAN 
1. Pembayaran drlakukan melalu1 petugas pemunguVbendahara penerlmaan dantatau penyetorar,, ke rekening kas 

daerah pada Bank Papua 
2. Apablla STRD lnl hdak atau kurang d1bayar setelah lewat waktu paling lama 30 han seiak STRD im drtenma, 

dikenakan sanksr admlnistrasr beruoa bunga sebesar 2% (dua eersen) eer bulan 

Bmturu, .. ........... 20 
... ' .. . .. ········· .... 

"... . . . . . . . . . . . . " ...... ~ .......... . . .. 
NIP .... ........ 

.......................................... cut. .................................................... 
I PEMERINTAH KABUPATEN TELU~ 

I 
SURAT TAGIHAN NO STRO 

BINTUNI RETRIBUSI DAER'AH 
, . 

Lam bang I JI. Alamat ... (STRD) ( . .) 
Daerah 

..... 
Telp I MASA ······ I Brntuni TAHUN .... .... ...... 

LL_t_.J NPWPRD ~ I I I I 0 I I I I I I I I 
NAMA . . . . .. . . . ... 
ALAMAT . .. . . .. ...... . . ... ······ 

Bmtum 20 
Yang menenma 

( ... ) 
~~A..,.~ »: \);_ ........ ~ 

(( V/ ,di" ~ I ~A I ~ 1 U( CW',ITI 11, 

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) 

Peraturan Bupati Teluk Binturu 
Nomor 7 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Larnpiran V 



r BINTUNI, I' 

NIP 

KEPALA OISPENDA 

Keputusan in, berlaku pada tanggal d,tetapkan 

O,tetapkan d, Bmtum 
pada tanggal 

KE DUA 

Rp 

Nomor 
Tanggal 

c N1la1 Retnbus1 

Menenma sebag,an/menenma seluruhnya/menolak. atau menambah ·) atas 
keberatan atas SKRD Retnbus, .. 
a. Nama WaJib Retnbusi 

Alamat Wajib Retnbus, 
b SKRD 

Menetapkan 
PERT AMA 

MEMUTUSKAN 

Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintun, Nomor ... Tahun 20 tentang 
Retribusi (Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bmtum Tahun 
20 Nomor. Tambahan Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintum Nomor 
.. ). 

2. Peraturan Bupat, Telek Bmtum Nomor Tahun 20. tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor Tahun 
20 tentang Retnbusi . . (Senta Oaerah Kabupaten Teluk Bmturu 
Tahun 20 Nomor ). 

Mengingat 

bahwa berdasarkan hasil peneltttan sebaga,mana d1tuangkan dalam Laporan Hasu 
Penehtian {LHP) Permohonan Keberatan atas SKRD Nomor tanggal 
.. .. . . . . ... maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

tentang Keberatan atas SKRD Retnbus, . .. .. . Nomor. .. 
Tanggal 

Memrr.bang 

KEPALA OINAS PENOAPATAN DAERAH 

TENT ANG 
KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH ATAS SKRO NOMOR 

TANGGAL 

NOMOR 

KEPUTUSAN KEPALA OINAS PENOAPATAN OAERAH 
KABUPATEN TELUK BINTUNI 

KOP 

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN 

Peraturan Bupa'ti Teluk Binturn 
Nomor 7 Tahun 2016 
Tanggal 10 Maret 2016 

Lampiran VI 



Tl TELUK BINTUNI, / 

NIP . 
••t····· . 

Bintuni, . 
Kepala Oispenda 

· Retribusi 

: Rp .. 
: Rp ,. .. 
: Rp .. 

. . 

. ···································································· 

TANDA-PEMBAYARAN 
Nomor: . 

PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

Alamat: Jin. .. .. . .. ...... .. ........ (0955) . 
BINTUNI 

Untuk pembayaran 

Diterima dari. 
Nama Wajib Retribusi 
Nama/Jenis Retribusi 
Alam at 
Jumlah Retribusi 
Denda Keter1ambatan 
Total 
Dengan huruf 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI 


